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ABSTRACT  
The exploitation of children as “silver humans,” a growing phenomenon in several urban 
areas in Indonesia, represents a serious violation of children’s rights and raises significant 
concerns regarding public safety, health risks, and social vulnerability. This study aims to 
analyze the legal protection framework and the prohibition of child exploitation, as well as the 
implementation of Regional Regulation No. 2 of 2016 on Public Order in Bandar Lampung 
City. The urgency of this research lies in the increasing number of cases involving minors 
being forced or manipulated to engage in street performance activities using hazardous 
metallic paint, which endangers their physical, psychological, and moral well- being. This 
research employs a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case 
approach, relying on primary and secondary legal materials. The findings indicate that 
although legal regulations explicitly prohibit the exploitation of children, the enforcement and 
implementation at the local level remain limited due to inadequate supervision, lack of 
coordination among institutions, insufficient resources, and low public awareness. 
Furthermore, socioeconomic pressure on families contributes significantly to the persistence 
of this practice. The study concludes that a comprehensive and collaborative strategy 
involving law enforcement agencies, local government, social institutions, and the 
community is essential to strengthen child protection, improve preventive measures, and 
ensure the effective implementation of regional policies against child exploitation as silver 
humans. 
Keywords: Child Exploitation, Child Protection, Local Policy, Silver Human, Social 
Vulnerability 
 
ABSTRAK 
Fenomena eksploitasi anak sebagai manusia silver di ruang-ruang publik merupakan bentuk 
pelanggaran hak anak yang masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk Kota Bandar 
Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan dan larangan 
eksploitasi anak serta implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban 
Umum. Urgensi penelitian ini berada pada meningkatnya jumlah kasus manusia silver yang 
melibatkan anak, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan dan mekanisme perlindungan. 
Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-
undangan, konsep hukum 
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perlindungan anak, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan tegas yang melarang eksploitasi, 
implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan, 
keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Diperlukan penguatan 
strategi preventif, penertiban terpadu, serta sinergi antara kepolisian, Satpol PP, dan dinas 
sosial dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus rehabilitasi bagi anak yang menjadi 
korban eksploitasi manusia silver. 
Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Hukum Perlindungan Anak, Kebijakan Daerah, Manusia 
Silver, Perlindungan Anak 

 
PENDAHULUAN 

Eksploitasi anak di ruang publik merupakan persoalan yang terus menjadi 
sorotan dalam diskursus perlindungan hak asasi manusia, terutama di negara 
berkembang yang menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang kompleks [1]–[5]. 
Salah satu fenomena yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir adalah 
praktik manusia silver, yaitu kegiatan melumuri tubuh dengan cat berwarna perak 
untuk menarik perhatian dan belas kasihan masyarakat di ruang-ruang publik [6]– 
[10]. Praktik tersebut mulai marak di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota 
Bandar Lampung, dan sering kali melibatkan anak-anak yang dipaksa atau 
diarahkan oleh orang dewasa untuk melakukan aktivitas tersebut. Selain melanggar 
prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Convention on 
the Rights of the Child (CRC, 1989) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak [11], [12], praktik ini juga menyebabkan risiko kesehatan 
serius akibat paparan zat kimia berbahaya yang terkandung dalam cat logam. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan eksploitasi anak di 
jalanan berkaitan erat dengan tekanan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran 
hukum, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum [13]–[17]. 
Purnomo dan Suryono (2023) menemukan bahwa eksploitasi anak dalam aktivitas 
ekonomi informal dipengaruhi oleh kerentanan ekonomi keluarga dan minimnya 
pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum [18]. Penelitian Aritonang 
et al. (2023) menyoroti hambatan struktural dalam upaya penegakan hukum, 
termasuk koordinasi lintas sektor yang belum efektif dan keterbatasan sumber daya 
aparat dalam menangani kasus eksploitasi anak [19]. Selain itu, penelitian Hasan, et 
al. (2024) menegaskan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan 
pengawasan dan penertiban, terutama ketika praktik eksploitasi dipadukan dengan 
fenomena sosial yang dianggap “kreatif” seperti manusia silver. Temuan serupa 
dikemukakan oleh Paramitha, et al. (2023) yang menekankan bahwa fenomena 
manusia silver banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, tekanan kebutuhan 
hidup, serta rendahnya akses terhadap jaminan sosial dan pendidikan [20]. 

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah fenomena manusia 
silver pada anak dalam konteks implementasi kebijakan daerah, khususnya 
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban 
Umum, masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung bersifat umum 
pada isu eksploitasi anak dan belum mengkaji efektivitas penegakan kebijakan 
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ketertiban umum dalam konteks praktik manusia silver. Selain itu, belum terdapat 
penelitian yang secara normatif menilai kesesuaian antara kerangka regulasi 
nasional mengenai perlindungan anak dan implementasi kebijakan daerah dalam 
menangani fenomena ini. Celah penelitian lainnya adalah belum adanya kajian 
komprehensif yang mengintegrasikan perspektif perlindungan anak, kesehatan 
masyarakat, dan kebijakan publik dalam kerangka analisis yang sama, sehingga 
efektivitas tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif pemerintah daerah belum 
teruraikan secara tuntas. 

Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut 
melalui analisis yuridis normatif mengenai perlindungan anak dari praktik manusia 
silver serta evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 di 
Kota Bandar Lampung. Secara eksplisit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
bentuk perlindungan hukum terhadap anak, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan 
kebijakan daerah dalam melarang dan menertibkan praktik manusia silver yang 
melibatkan anak, serta mengidentifikasi hambatan implementasi untuk kemudian 
merumuskan strategi penguatan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan 
berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak 
di tingkat daerah maupun nasional. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal 
research), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, 
dan prinsip hukum [21] yang mengatur perlindungan anak serta ketertiban umum 
dalam konteks fenomena manusia silver. Pendekatan ini dipilih karena isu yang 
dikaji berkaitan dengan evaluasi norma hukum positif, kesesuaian antara kerangka 
perlindungan anak nasional dan daerah, serta implementasi regulasi oleh aparat 
penegak hukum. Dalam kerangka penelitian yuridis normatif, penelitian ini 
menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan 
(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan 
kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 
menelaah hierarki dan substansi hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota 
Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Pendekatan 
konseptual diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep penting seperti eksploitasi 
anak, perlindungan anak, dan ketertiban umum, sementara pendekatan kasus 
digunakan untuk menelaah praktik empiris penegakan Perda terhadap fenomena 
manusia silver di Kota Bandar Lampung. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer 
mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen kebijakan 
daerah, serta putusan atau laporan resmi yang berkaitan dengan eksploitasi anak. 
Bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah, hasil penelitian, laporan lembaga 
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resmi, dan publikasi akademik tiga tahun terakhir yang membahas eksploitasi anak, 
kebijakan publik, dan penegakan hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier 
digunakan sebagai pendukung untuk menjelaskan istilah atau konsep, seperti 
kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 
kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur dan dokumen hukum 
menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal 
nasional. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. 
Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan norma hukum yang 
berlaku, membandingkan ketentuan hukum nasional dan daerah, serta 
mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan melalui argumentasi hukum yang 
logis dan sistematis. Proses analisis mencakup interpretasi hukum menggunakan 
teknik penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk menilai sejauh mana 
norma dalam Perda No. 2 Tahun 2016 memenuhi prinsip perlindungan anak 
sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Analisis juga diarahkan untuk 
mengidentifikasi kesenjangan normatif maupun implementatif yang menjadi 
hambatan dalam penanggulangan eksploitasi anak sebagai manusia silver. 
Pendekatan analitis ini menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat normatif, 
tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi rekomendasi kebijakan yang relevan 
dan dapat diterapkan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kerangka Teoritis dan Konseptual Perlindungan Anak dari Eksploitasi 

Perlindungan anak merupakan prinsip fundamental dalam hukum nasional 
dan internasional yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak atas 
keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan perkembangan diri yang optimal. 
Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC, 1989) menegaskan 
bahwa negara wajib melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan 
pekerjaan yang membahayakan kesehatan serta perkembangan mental anak [12]. 
Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak mempertegas bahwa anak harus mendapat perlindungan dari 
kegiatan ekonomi yang merugikan, eksploitasi seksual, tindak kekerasan, serta 
praktik-praktik yang mengancam keselamatan fisik. Konsep eksploitasi anak dalam 
literatur modern dipahami sebagai tindakan yang memanfaatkan anak untuk 
keuntungan ekonomi atau sosial dengan mengabaikan hak-hak dasar anak [22]–[25]. 

Fenomena manusia silver, ketika dikaji dari perspektif teoretis, merupakan 
bentuk eksploitasi ekonomi karena anak dilibatkan untuk mendapatkan simpati 
publik dan memperoleh keuntungan finansial bagi pihak tertentu. Praktik melumuri 
tubuh dengan cat logam mengandung bahaya kesehatan serius, termasuk risiko 
keracunan logam berat dan gangguan pernapasan, sehingga bertentangan dengan 
prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak). Teori 
kerentanan sosial (social vulnerability theory) juga relevan untuk menjelaskan  posisi  
anak  dalam  fenomena  ini,  di  mana  faktor  kemiskinan, keterbatasan pendidikan, 
dan ketergantungan keluarga memperbesar risiko anak dieksploitasi. Dengan 
demikian, kerangka teoretis ini menempatkan fenomena manusia silver sebagai isu 
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yang tidak hanya menyangkut pelanggaran regulasi, tetapi juga pelanggaran prinsip 
dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional. 
 
Analisis Pengaturan Hukum Eksploitasi Anak dan Perda No. 2 Tahun 2016 

Pengaturan hukum terkait eksploitasi anak di Indonesia pada dasarnya telah 
disusun dalam kerangka perlindungan yang komprehensif. Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 menegaskan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi 
dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang signifikan [26]. Selain itu, aturan 
tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam 
memastikan anak terbebas dari segala bentuk pekerjaan berbahaya. Aturan ini 
diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan 
Khusus Anak, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan, 
penanganan, serta rehabilitasi terhadap anak korban eksploitasi [27]. 

Dalam konteks daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum menjadi dasar hukum penting dalam 
penertiban aktivitas manusia silver yang melibatkan anak. Perda tersebut melarang 
kegiatan mengemis, penggunaan anak dalam kegiatan yang membahayakan 
keselamatan, serta tindakan apapun yang mengganggu ketertiban umum. 
Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah, Satpol PP, dan aparat 
kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap praktik eksploitasi anak di 
jalanan. Akan tetapi, efektivitas implementasi Perda bergantung pada kapasitas 
pengawasan, koordinasi lembaga, serta kendaraan hukum pendukung termasuk 
SOP penertiban dan mekanisme rujukan ke layanan sosial. 

Kajian literatur menunjukkan bahwa peraturan yang baik tidak otomatis 
berbanding lurus dengan efektivitas implementasi [28], [29]. Banyak daerah 
menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya penegakan 
hukum, dan kurangnya integrasi sistem pendataan anak. Dalam konteks Bandar 
Lampung, implementasi Perda No. 2/2016 perlu dianalisis lebih jauh untuk melihat 
apakah norma hukum telah diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang 
benar-benar melindungi anak dari eksploitasi manusia silver. 

 
Implementasi, Hambatan, dan Evaluasi Perlindungan terhadap Praktik Manusia 
Silver di Kota Bandar Lampung 

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak dari praktik manusia 
silver di Kota Bandar Lampung menunjukkan dinamika yang kompleks. Pemerintah 
daerah melalui Satpol PP rutin melakukan razia dan penertiban, namun kegiatan 
tersebut sering kali bersifat temporer dan tidak menyentuh akar permasalahan. 
Anak yang terjaring razia seringkali dikembalikan kepada orang tua tanpa 
mekanisme rehabilitasi yang memadai, sehingga berpotensi kembali dieksploitasi. 
Penelitian Zaradiva (2024) menemukan bahwa kegagalan dalam penanganan kasus 
eksploitasi anak di ruang publik sering disebabkan oleh lemahnya mekanisme 
tindak lanjut pasca-penertiban, termasuk tidak adanya koordinasi berkelanjutan 
antara dinas sosial, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak [30]. 
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Hambatan lain yang signifikan adalah faktor ekonomi keluarga. Banyak 
kasus menunjukkan bahwa anak menjadi manusia silver bukan atas kehendaknya 
sendiri, tetapi karena tekanan ekonomi keluarga yang memaksa mereka bekerja di 
jalanan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait bahaya 
eksploitasi anak masih menjadi tantangan besar. Sebagian masyarakat bahkan 
memberikan uang kepada manusia silver, tanpa memahami bahwa tindakan 
tersebut turut melanggengkan praktik eksploitasi. Dari sudut pandang struktural, 
aparat penegak hukum menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan 
anggaran dalam melakukan pengawasan yang konsisten, sebagaimana diuraikan 
dalam penelitian Aritonang et al. (2023) [19]. 

Evaluasi terhadap implementasi Perda No. 2/2016 menunjukkan bahwa 
meskipun regulasi tersebut telah memuat larangan eksploitasi anak, belum ada 
sistem penegakan yang terintegrasi secara optimal. Belum adanya unit khusus 
perlindungan anak di tingkat pemerintah daerah, kurangnya fasilitas rehabilitasi, 
dan minimnya pelatihan bagi petugas lapangan memperburuk efektivitas kebijakan. 
Dengan demikian, diperlukan model intervensi yang komprehensif, mencakup 
pendekatan preventif melalui edukasi, pendekatan represif yang menarget pelaku 
eksploitasi, serta pendekatan rehabilitatif bagi anak korban. Sinergi antara 
pemerintah daerah, kepolisian, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan 
masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa anak terbebas dari praktik 
manusia silver dan memperoleh perlindungan yang layak. 

 
SIMPULAN 

Perlindungan anak dari praktik manusia silver di Kota Bandar Lampung 
menunjukkan bahwa eksploitasi anak masih terjadi sebagai akibat dari tekanan 
ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan 
pemerintah daerah. Secara normatif, kerangka perlindungan anak di Indonesia telah 
memberikan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya. Namun demikian, 
fenomena manusia silver memperlihatkan bahwa ketentuan hukum tersebut belum 
sepenuhnya mampu mencegah bentuk-bentuk eksploitasi anak di ruang publik. 
Konsep perlindungan anak dan prinsip the best interest of the child belum 
terimplementasi secara efektif dalam praktik penanganan anak korban eksploitasi di 
tingkat daerah, terutama dalam hal pencegahan, penertiban, dan pemulihan kondisi 
anak. 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 
menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memuat larangan eksploitasi anak 
dan aktivitas yang membahayakan ketertiban umum, penegakan aturan tersebut 
masih menghadapi hambatan substantif dan struktural. Proses penertiban yang 
dilakukan oleh Satpol PP dan aparat terkait sering kali bersifat sementara dan tidak 
disertai mekanisme rehabilitasi yang komprehensif sehingga anak berpotensi 
kembali dieksploitasi. Hambatan lain termasuk keterbatasan sumber daya, 
koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta tidak adanya sistem rujukan 
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terpadu bagi anak korban. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan 
daerah. Oleh karena itu, perlindungan anak dari praktik manusia silver memerlukan 
pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga 
perlindungan anak, dinas sosial, dan masyarakat untuk memastikan terpenuhinya 
hak anak, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menghilangkan faktor 
penyebab eksploitasi secara berkelanjutan. 
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